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keptisisme I. Wibowo
oal - demokrasi di
donesia lewat tulis-

annya, “Demokrasi untuk
Indonesia?”’, 16 tahun lalu,
kini harus dipertimbang-

kan kembali dengan serius.
Wibowo memberikan sema-
cam kritik tajam atas prak-
tik demokrasi yang justru
kontraproduktif dalam
kehidupan masyarakat.

Dari empat tesis yan,
dipaparkan Wibowo (2003),
ada dua tesis yang paling
pas untuk mendudukkan
konsep demokrasi dengan
konsep negara hukum yang
sekarang seperti tidak ada
harganya lagi, yaitu tesis
Mancur Olson dan Noreena
Hertz.

Tesis Olson, seper—
1 dipaparkan dalam
Dictatorship, Democracy,
arnd Development (2003),
menyatakan adanya ban-
dit-bandit mengembara
(roving bandits) dan ban-
dit-bandit tidak mengem-
bara (stationary bandits).
Mengikuti Olson, Wibowo
menerangkan bahwa sete-
lah kejatuhan Uni Soviet
yang otoriter, kekuasa-
an diambil alih oleh dua
kelas bandit itu. Mereka
vang suka menjarah habis
kekayaan negara (ban-
dit mengembara) karena
kekuasaan mereka segera
hilang dan mereka yang
merasa kekuasaannya
tidak terancam, termasuk
bandit yang tidak menjarah
habis tapi tetap mengon-
trol keuntungan baginya,
misalnya lewat upeti (ban-
dit tidak mengembara).

Seperti dikatakan Hertz,
meskipun proses demokra-
si memungkinkan rakyat
memilih, misalnya wakil
rakyatnya, toh setelah ter—
pilih, mereka “malah sibuk
menjadi pelayan bos-bos
perusahaan multinasio-
nal” Itu membuat banyak
kebijakan diambil hanya
untuk menguntungkan per—
usahaan-perusahaan dan
mempersulit masyarakat
dengan munculnya kemis-—
kinan, kesenjangan, atau
kerusakan lingkungan.

Skeptisisme Wibowo

mungkinjugamenjadiskep-
tisisme masyarakat keba-
nyakan saat ini. Belakangan
ini, akrobat-akrobat politilk
vang dilakukan: baik ang-
gota Dewan Perwakilan
Rakyat “maupun pemerin-
tah, misalnya -dalam revisi
Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Korupsi
(UU KPK) dan rancangan

Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana KUHP),
seperti menggambarkan

dengan konkret kedua tesis
tersebut.

Satu sinyal jelas: rakyat
dianggap tak perlu. Saat
ini, jelas terlihat bahwa
para penyelenggara negara,
yvang dipilih secara demo-
kratis oleh rakyat, seolah-
olah mengabaikan seka-
ligus menantang rakyat.
Revisi UU KPK dan renca-
na pengesahan rancangan
KUHP dilakukan seperti
tanpa mempedulikan par-
tisipasi rakyat (publik),
yang menjadi syarat utama
di ruang publik demokra-
tis. Artinya, jika dipahami
secara a contrario, dengan
meminjam konsep Hannah
Arendt dalam The Hwuman

Conditiorn, bahwa ruang
publik adalah tempat
(locus) bagi partisipasi

publik/warga negara, saat
ini ruang publik itu sudah
ditutup dan prinsip demo-
krasi diabaikan.

Bila partisipasi rakyat
seperti tidak ada harganya,
mengapa kita bicara ten-
tang demokrasi tapi rakyat
tidak bisa apa-apa? Negara
ini seolah-olah-hanya boleh

dijalankan oleh Senayan
dan Istana, yang terlihat
dari keputusan-keputusan
pragmatis mereka. Kita
terkejut. bahwa revisi UU
KPK tiba-tiba disahkan
secepat kilat, bahkan saat
DPR belum bisa menjawab
pertanyaan soal-apa urgen-—
sinya-

Dalam situasi seperti ini,
kita juga bisa bertanya, lalu
demokrasi itu sebenarnya
bagaimana? Apakah benar
bahwa dampak buruk
demokrasi, seperti pada
dua tesis yang disebutkan
sebelumnya, juga terma-
suk apa yang terjadi pada
demokrasi Indonesia saat
ini? Kalaupun Olson benar,
tidakkah yang terjadi saat
ini memang memperli-
hatkan bahwa hukum di
negara ini sebenarnya telah
dijalankan semata oleh
para bandit (entah yang
mengembara atau tidak)?
Apakah benar demokrasi
adalah bentuk terbaik yang
bisa dipilih dalam sebuah
usaha membangun negara
hukum yang ideal seperti
dicita-citakan dalam Pasal
1 ayat 3 UUD 19457

Proses perancangan
dan pengesahan undang-
undang, misalnya, bisa
menjadi cara untuk meng-
uji konsep demokrasi
yvang kini kita jalankan.
Proses pengesahan revisi
UU KPK yang simsala-
bim, termasuk rancangan
KUHP yang segera akan
dipaksakan disahkan, tidak
bisa dibantah memang
hanya untuk mengakomo-
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dasi kepentingan pihak-
pihak tertentu. Misalnya,
Rancangan Undang-
Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual, yang
sangat krusial untuk disah-
kan, justru tak dipedulikan.
Mungkinkah, seperti apa
yang ditesiskan Hertz, para
“wakil rakyat” itu lebih
mendengarkan suara-suara
“bos-bos” yang memegang
kendali perekonomian
besar, seperti terlihat dalam
Pasal 48 rancangan KUHP
yvang mempersulit korpora-
si jahat dihukum?

Jadi, siapakah bandit-
bandit yang mengkooptasi,
mengerdilkan, dan mem-
permainkan hukum itu?
Mereka adalah pihak, yang
tanpa memikirkan kepen-
tingan yang lebih besar,
menggunakan kekuasaan
yang mereka miliki mela-
lui demokrasi tapi malah
menghancurkan demokrasi
itu sendiri.

Sistem demokrasi,
memungkinkan
mendapat tempat dalam
sistemm kenegaraan, telah
membuat hukum itu sen-
diri hilang artinya karena
dijalankan para bandit.
Karena itu, jelas sekali jika
demokrasi ini mau disela-
matkan, kita sendiri, para
demos, harus melawan para
bandit dan segala kepen-
tingan jahatnya. Setelah
pengesahan revisi TILT
KPK yang mengejutkan
itu, jangan lagi rancangan
KUHP kembali mengejut-
kan kita.
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hukum
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